WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Solock Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);




4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Dacerah Kota Solok Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Sclok Nomor 2);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Solok.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.

Wali Kota adalah Wali Kota Solok.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Solok.

Jabatan Fungsional adalah sekelompek jabatan yang berisi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan fertentu.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Sl e gl o

Fal

BAB 11
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
a. sekretariat;
b. bidang pelayanan administrasi kependudukan;
¢. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan
data; dan
d. UPTD.
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Sekretariat membawahi:

a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
b. sub bagian program dan keuangan.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

{5) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh kepala sub
bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sckretaris.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala
UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Pada sckretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ terdapat kelompok
jabatan fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada pejabat administrator.

(8) Pejabat administator sebagaimana dimaksud pada avat (7) merupakan pejabat
penilai kinerja.

(9) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

BAB 111
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan wurusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 5

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dinas

menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan wurusan
pemerintahan di bidang agama daerah dan pengadilan agama yang berkaitan
dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang
beragama islam,;

b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama daerah dalam memelihara hubungan timbal
balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal:

¢. koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Daerah
dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;

d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pengendahian urusan administrasi kependudukan di daerah;

e. pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir
dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatattan sipil
sesuai kebutuhan;

. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan,

formulir dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil;

pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan

peristiwa penting;
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h. penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan melalui
menteri dalam negeri;
fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
. komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan
masyarakat;
n. penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
0. supervisi bersama dengan kantor kementerian vang menyelenggarakan urasan
pemerintahn di bidang agama daerah dan pengadilan agama mengenai
pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang
beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan;
p- pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan
fungsinya.

=R i

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai
tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat
mempunyai fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik
negara dan barang milik daerah;

pembinaan aparatur;

pengelolaan urusan kepegawaian;

pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsi.
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Pasal 8

(1} Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian
umum dan kepegawaian, mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian;
b. pengelolaan urasan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan
pegawai,;
c. pengelolaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan
jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
d. pengelolaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi
kinerja pegawai;
pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
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melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan
perundang-undangan;

penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan
barang unit;

penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan
pemindah tanganan barang milik Negara dan milik Daerah;

penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan
perlengkapan kantor;

penyiapan bahan tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penvelesaian
tuntutan ganti kerugian daerah;

penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian umum
dan kepegawaian; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ©

(1) Sub bagian program dan keuangan mempunyai tugas menylapkan bahan dan
melaksanakan penyusunan program, evaluasi, pelaporan, akuntansi dan
keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian
program dan keuangan, mempunyai fungsi:

A,
b.

C.

merencanakan kegiatan sub bagian program dan keuangan berdasarkan
ketentuan yang berlaku;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung
jawabnya;

memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi
dan tanggung jawabnya;

menyusun perencanaan (program, kegiatan, anggaran) Dinas berdasarkan
usulan dari bidang-bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
Dinas;

menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan Dinas
berdasarkan bahan dan data dari bidang-bidang sebagai bahan evaluasi
kinerja Dinas;

melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan
oleh Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib
administrasi;

melaksanakan akuntansi Dinas sesuai ketentuan vang berlalku sebagai
bahan penyusunan laporan keuangan Dinas;

melakukan penatausahaan keuangan Dinas secara periodik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Administarsi Kependudukan
Pasal 10

Bidang pelayanan administrasi kependudukan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
koordinasi di bidang pelayanan administrasi kependudukan.
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Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bidang
pelayanan administarsi kependudukan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan pelayanan administrasi kependudukan;

b. perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi kependudukan;

¢. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanan pelavanan administrasi
kependudukan;

pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;

pelaksanaan penertiban dokumen administrasi kependudukan;

pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan administrasi kependudukan;
pengendalian dan  evaluasi  pelaksanaan  pelayanan  administrasi
kependudukan; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsi.
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Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dan Pemanfaatan Data
Pasal 12

Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bidang
pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

b, perumusan  kebijakan teknis  pengelolaan informasi  administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama
administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama
administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan; dan

{. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsi.




Bagian Kelima
UPTD
Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang
tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 16

Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, dan pejabat
fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian intern
pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya
mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 17

Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, dan pejabat
fungsional dan/atau pelaksana menyampaikan laporan kinerja kepada atasan
secara berjenjang.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang dan kepala
sub bagian melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

_ BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

a. Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian
Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
dan

b. Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 20
peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah Kota Solok,

Ditetapkan di Solok
pada tanggal ¥ nwermber 2023

Diundangkan di Solok
pada tanggal > vovewber 2023

SEKRETA H KOTA SGLW

SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 3\
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